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c Menimbang @ & bahwa dalam rangka: pembinaan dan p'engawésan
:  terhadap perguruan tinggli yang diselenggarakan .oleh
Pemerintah- yang'rn'enerapkan pengelolaan keuangan
~ badan layanan umuim, perlu membentuk Dewan
Pengawas; ~

b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor
© - gR-34/MKO01/2012 Tanggal 27 Februari 2012 telah
disetujui gusunan dewan pengawas pada badan
layanan umuin perguruan. tinggl yang diselenggarakan
oleh Pemerintah; =

c. bahwa - berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada puruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan. Menteri pendidikan dan Kebudayaan
Tentang Dewan Pengawas pada Perguruan Tinggl yang
: Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan

o Pengelolaan Keuangan Badan Layanan, Umuin;

Mengingat LhE Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
: o Pendidikan ‘Nasional’ (Lembaran Negara Tahun 2003,
Nomdr 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

Z Undang—Undaing Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara (Lembaran . Negara Republik
Inddnesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran:
Negara republik Indonesia Nomor 4286); :

s Undang-Undang Nomor 1 Tahun 0004 tentang

. Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan  Negara
Republik Indonesia Nomor 4855)

4, Peraturan Pemerintah Nomor n3 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara'.’l‘ahun 2005 Nomor 48, Tambahan
1 embaran Negara Republik Indonesia Nomort 4582);
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5, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
" Pengelolaan dan  Penyelenggaraan Pendidikan
- (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan -Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan. Pendidikan (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran. Negara Nomor
S.5); :

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian ‘Negara
sebagaimana telah. beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Normor 91 Tahun 2011;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan; ‘Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara sebagaimana
telah. diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, -
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon [ Kementerian
‘Negara,; : ' et : =L

8. Keputusan Presiden . Nomor 84/P Tahun 2009
rmengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu I
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

~ Nomor 59 /P Tahun 201 1; '

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG - DEWAN. PENGAWAS PADA PERGURUAN
TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH
YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM. : : :

Membentuk Dewan Pengawas pada perguruan tinggi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK—BLU).

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Diktum

PERTAMA, terdiri atas: : :

1. Dewan Pengawas Universitas Diponegoro. dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan Menteri ini; :

2. Dewan Pengawas UniVersitas Padjadjaran dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan Menteri ini;

3. Dewan Pengawas Universitas . Negeri Malang -dengan

- susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III Keputusan Menteri ini;
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5 Dewan Pengawas Universitas - Brawijaya: dengan-
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum ‘dalam
Lampiran V Keputusan Menteri ini; =

. 6. Dewan Pengawas Universitas Negeri Se’marahg dengan .

_ susunan keaﬁggo’;aah sebagaimana tercantum dalam
- Lampiran VI Keputusan Menteri ini; :

7. Dewan Pengawéls Universitas Negeri Surabaya dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII Keputusan Menteri ini;

8. Dewan Pengawas UniVérsitas-'.MulaWa"rman dengan
- gusunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII Keputusan Menteri ini; :

9. Dewan Pengawas Universit‘zis Lampung dengan
- gusunan. keanggotaan sebagaimana tercantum- dalam
Lampiran IX Keputusan Menteri ini;

lO.DewanPengaW'eis Universitas NegeriIYogyakarta dengan
‘susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X Keputusan Menteri ini; : '

11.Dewan Pengawas Universitas Bengkulu dengan
susunan keanggotaan sebagaim‘ana tercantum dalam
Lampiran XI Keputusan Menteri ini;

12. Dewan = Pengawas Universitas Sriwijaya -dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII Keputusan Menteri ini;

13. Dewan Pengawas Universitas Andalas dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XIII Keputusan Menteri ini; : :

14. Dewan Pengawas Univeréitas Haluoleo  dengan

‘susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XIV Keputusan Menteri ini.

Dewan Pengawas sebagaimé‘na dimaksud dalam Diktum

- KEDUA sesuai dengan kewenanganmnya - melakukan

pengawasan terhadap PK-BLU mengenai pelaksanaan

, rencana~st'rategis bisnis dan rencana bisnis dan anggarar

serta kcpatuhan terhadap  peraturan perundang

- undangan - pada masmg—mas'mg perguruan tinggi yan

bersangkutan.

Dewan Pe_ngavv_as'pada,masirig—-masing perguruan tingg

yang _diselénggarakari oleh Pemerintah berkewajiban:

1. mengikuti _pérkembangan kegiatan PK-BLU.

‘2. memberikan pendapat dan saran kepada Mente
Pendidikan dan Kebudayaan ‘dan Menteri Keuanga
mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisn
‘dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PE
Bl : X
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Maéa bakti Dewan Pengawas 5 (lima) 'tahu'n dan dapét
diangkat ~kembali untuk 1 (satu) - kali masa jabatan
berikutnya. : :

Biaya yang timbul Se_bagai' akibat pelaksanaan Keputusan
Menteri ini dibebankan pada anggaran masing-masing
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, dan dimuat dalam rencana bisnis dan anggaran
masing-thasing perguruan tinggi. - -

‘Keputusan Mefteri -ini  mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan. '

Ditetépkan diJ ékarta
pa_da'tang_gal 7 Mei 2012
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